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ABSTRACT

Village financial management is an activity that includes planning. implementation,
administration, reporting, and financial accountability, which is conducted through transparency,
accountability, participation, systematic, and discipline. This study aimed to determine the influence of
village financial management on infrastructure development in Wonggarasi Barat Village, Lemito
Sub-District, Pohuwato Regency. This study used a descriptive quantitative method obtained from
distributing questionnaires to the community in Wonggarasi Barat Village, Lemito Sub-District,
Pohuwato Regency. The 80 samples in this study were determined through the Solvin formulawith the
purposive sampling technique. The analysis technique in this study used a statistical t-test and an
adjusted R square test. The results disclosed that village financial management had a positive and
significant effect on infrastructure development, although it had a low quality of human resources
(HR) among the community and the village government. In addition, distrust towards the village
governmentin managing fundsfrom the central government somehow hindered the management, the
community still considers that the government is not transparent in managing the village funds.

Keywords : Village Financial Management, Infrastructure Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa
Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten
Pohuwato. Adapaun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sumber data diperoleh
dari penyebaran kuesioner pada masyarakat di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito
Kabupaten Pohuwato. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan
rumus solvin dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sejumlah 80
responden. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji-t statistik, dan uji koefisien
determinasi (adjusted R square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, akan tetapi masih
terdapat beberapa masalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan
masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, terdapat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa dalam mengelola dana yang berasal dari pemerintah pusat. Masyarakat sering
merasa bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam penggunaan dana desa.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Infrastruktur.
PENDAHULUAN
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa

mempunyai sumber pendapatan berupa asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagiandari hasil pajakdaerah dan retribusi
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daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD
provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari
pihakketiga, sertalain-lain pendapatan desa yang sah. Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014 telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi sumber kewenangan dan sumber
danayang memadaiagar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam
mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga berperan kunci
sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang tidak dap at
berjalan optimal tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai. Infrastruktur
yang berkualitas adalah prasyarat penting, dan investasi dalam infrastruktur juga
merupakan hal yang positif. Investasi tersebut mencakup biaya yang secara langsung
terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi,
yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta disparitas dalam
pelayanan publik antara berbagai wilayah desa.

Pembangunandipedesaan mencakup dua aspek utama, yaitu pembangunan
fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik merujuk pada pembangunan yang secara
langsung dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang terlihat secara visual, seperti
infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Di sisi lain, pembangunan non -fisik
merupakan upaya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan
memiliki dampakjangka panjang. Pembangunannon-fisikini mencakup peningkatan
ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan.

Pembangunan desa menurut Rahman dkk (2018), merupakan upaya
pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di
wilayah pedesaan. Tujuan utamadari pembangunandesa adalah mengurangi tingkat
kemiskinan yang ada dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah desa dan
masyarakat setempat. Melalui kolaborasiini, pembangunan dilakukan secara mandiri
oleh desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik di daerah pedesaan
maupun daerah terpencil. Dalam upaya mendukung pembangunan desa, pemerintah
pusat menyediakan anggaran pembangunan desa yang kemudian disebut dana desa.
Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa adalah dana yang
bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui APBD
kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan,
mencapai pembangunan,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa baik dalam hal infrastruktur maupun kesejahteraan
masyarakat, perlu disesuaikan dengan berbagai faktor termasuk permasalahan yang
dihadapi, potensi sumber daya yang ada, masukandan aspirasi dari masyarakat, serta
prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana desa memerlukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanyang efektif. Perencanaan pembangunan
desa harus sejalan dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten/kota untuk
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memastikan keseimbangandalam pembangunan.Saat melaksanakan pembangunan,
penting untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan rencana yang telah dibuat,
sementara aparatpemerintah bersama masyarakatmemiliki hak dan tanggungjawab
untuk melakukan pengawasan agar pembangunan sesuai dengan tujuan dan rencana
yang telah ditetapkan.

Desa Wonggarasi Barat, yang berada di Kecamatan Lemito Kabupaten
Pohuwato, merupakan salah satudesa yang menerima dana desa setiap tahun. Dalam
pengelolaan keuangan desa, pemerintah sering menghadapi berbagai tantangan,
sepertirendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat. Di
sampingitu, terdapatkurangnyakepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
dalam mengelola dana yang berasal dari pemerintah pusat. Banyak warga merasa
bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam penggunaan anggaran desa dan
kurang memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana yang
telah diterima.

Proses pembangunan di desa ini juga memiliki tahapan-tahapan tertentu,
namun sebagian masyarakat tidak mengetahuinya, yang menimbulkan pertanyaan
mengenai kinerja pemerintah desa. Peran kepala desa sebagai penggerak dalam
memobilisasi aparatur desa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program
pembangunan yang telah direncanakan atau disepakati dalam rapat desa sangat
penting. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan perannya
dengan sungguh-sungguh untuk memastikan kemajuan yang lebih baik bagi desa
tersebut. Berikut data pembangunan tahun 2019-2021 :

Tabel 1. Daftar Pembangunan Desa Wonggarasi Barat kecamatan Lemito
Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2019-2021

No Tahun Deskripsi Kegiatan Jumlah Rencana Biaya
Anggaran
Pembangunan 6 unit Rp.105.000.000,00
rehab rumah
Pembuatan sumur 5 unit Rp.68.000.000,00
1 2019 gali
Pembangunan 10 unit Rp.90.000.000,00
MCK
Sub Total Rp.263.000.000,00
Pembangunan 6 unit Rp.105.000.000,00
rehab rumah
Pembangunan bak 12X Rp.43.000.000,00
2 2020 jemuran jagung 16
Sub Total Rp.148.000.000,00
Pembangunan 6 unit Rp.90.000.000,00
rehab rumah
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Sub Total Rp.90.000.000,00

3 2021 Jumlah Total Rp.501.000.000,00

Data pembangunandi Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito, seperti yang
tertera dalam Tabel 1.1 menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2021,
Terdapat penurunan anggaran pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terlihat korelasi
antaraanggaran dan realisasi, namun ketimpangan anggaran terjadi karenabeberapa
faktor. Pertama, meskipun kebijakan dasar telah diterapkan melalui musdus dan
musrembangdes, namun pelaksanaannyabelum mencukupi karena hanya diikuti oleh
sebagian masyarakat. Kedua, strategi seperti kejelasan sasaran dan program, serta
tujuan yang jelas, ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan individu
pemerintah, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Ketiga,
pengorganisasian dalam pembagian tugas dan sumber daya belum efektif karena
penggunaan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Keempat, meskipunperencanaantelah diatur melalui musdus dan musrembangdes,
pelaksanaannyabelum sesuairencana karenapengerjaan terkesan lambat. Terakhir,
pencapaian tujuan dari kebijakan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak
masyarakat. Maka dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “ Pengaruh Peengelolaan Keuangan Desa Terhadap
Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonggarasi BaratKecamatan Lemito Kabupaten
Pohuwato ”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa
Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab.
Pohuwato dan waktu pelaksanaannya pada bulan Mei 2024. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif deskriptif. Menurut
Sugiyono (2019:16-17), metode kuantitatif dapat di definisikan sebagai pendekatan
penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk
menyelidiki atau meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini
yang menjadi variabel independent (X) yaitu Pengeloaan dana desa sedangkan
variabel (Y) yaitu pembangunan infrastruktur, dengandesain penelitian yaitu melihat
pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Dalam penelitian ini, populasiterdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur
Keuangan Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat Desa Wonggarasi Barat. Jumlah total
penduduk di Desa Wonggarasi Barat adalah 1.423 orang. Jenis sampel dalam
penelitian ini adalah sampel non-probability sampling. Non-probability sampling
adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi
setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam
pengambilan sampel dari populasi yang besar, peneliti melakukan perhitungan
sampel dengan menggunakan rumus Solvin, sehingganya didapatkan sebanyak 405

1923 | Volume 3 Nomor4 2024



https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/574

Goovomic Reviews Jourval

Volume 3 Nomor 4 (2024) 1920 - 1930 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v3i4.574

kepala keluarga. Dalam penelitian ini, digunakan jenis data primer. Data primer
merujuk pada sumber datayang diperolehlangsung dari subjek atau responden oleh
pengumpul data, sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2019:194). Dalam penelitian
ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). Menurut
Sugiyono (2019:199), kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data
yang efisien ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor
yang akan diukur dan dapat memperkirakan respons yang mungkin diterima dari
para responden. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber
intern perusahaanmelalui hasil kuesioneryang disebarkan. Proseduryang dilakukan
meliputi penilaian terhadap hasil kuesioner dan pengolahan data menggunakan
metode statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil/Result
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Berikut ini adalah hasil dari pengujian normalitas data. Berdasarkan hasil
pengujian terhadap data yang diperoleh, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 80
Normal Parametersa,b Mean 0000000
Std. 2,21265899
Deviation
Most Extreme Differences Absolute 056
Positive 056
Negative +,055
Test Statistic 056
Asymp. Sig. (2-tailed) 200c,d

Sumber : Data primer yang di olah, SPSS 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai kolmogorov-Smirnov Z
sebesar 0,056 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0,200
yang berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga demikian dapat
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: TOTAL Y

Regressien Stadertived Reslous
0
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Dari hasil analisis pada gambar diatas dapat dilihat bahwa seluruh titik-titik
menyebar diatas maupun dibawah angka nol dan penyebaran titik-titik serta tidak
berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linier Sederhana
Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error  |Beta T Sig.
1 |(Constant) 26,517 13,160 8392 000
Pengelolaan 284 094 ,323 3,018 003
Keuangan desa

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linear sederhana adalah
sebagai berikut: Y= 26,517 +0,284X Persamaan hasil perhitungan koefisien regresi
sederhana diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen secara parsial. Dari persamaan di atas dapat diperoleh
kesimpulan :

a. Nilai kostanta pada persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di
atas adalah sebesar 26,517. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel
independen (pengelolaan Keuangan desa) adalah konstan (nilai X= 0), maka
pembangunan infrastruktur (Y) sebesar 26,517.

b. Koefisien Regresi Variabel X (Pengelolaan Keuangan desa) sebesar 0,284 atau
sebesar 28,4% menunjukan bahwa pengaruh pengelolaan Keuangan desa (X)
adalah positif atau searah, artinya jika pengelolaan dana desa mengalami
peningkatan sebesar satu persen, maka nilai pembangunan infrastruktur (Y)
akan meningkat sebesar 28,4%.

2. Uji-t
Tabel 4. Hasil Uji-t
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error |Beta T Sig.
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1 |(Constant) 26,517 (3,160 8,392 |000
Keuangan Desa |284 ,094 ,323 3,018 },003
a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, hasil
analisisregresi diperolehnilai t-hitung 3.018 > t-tabel 1,664 dan nilai signifikan 0,003
< 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa variabel pengelolaan Keuangan desa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa
Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar
antara 0%-100%. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R?) dapat
dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary?

Adjusted R
Model (R R Square [Square Std. Error of the Estimate
1 ,323a ,105 ,093 2,227

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Desa

b.Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur
Sumber : Data primer yang di olah, SPSS 2024
Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel diatas, di
ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,323 yang berarti terdapat
korelasi/hubungan antara pengelolaan Keuangan desa dengan pembangunan
infrastruktur memiliki hubungansebesar32,3%. Sedangkan R square sebesar 0,105

hal ini dapat di artikan bahwa variasi atau variabel pembangunan infrastruktur (Y)
dapat di jelaskan atau di pengaruhi oleh variabel Pengelolaan Keuangan desa (X)
sebesar 10,5%. Sementara untuk sisanya sebesar 89,5% dapat dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis diatas menyatakan bahwa terdapat pengaruh
positifantara pengelolaan Keuangandesa terhadap pembangunan infrastruktur di
Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dibuktikan
dengan besarnya perhitungan uji-t diamana nilai signifikasi 0,003 Lebih kecil dari
0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan dana desa
mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Artinya dalam variabel pengelolaan
Keuangan desa Hipotesis (Ha) di terima.

Hasil dari perhitungan grand mean skor tanggapan responden mengenai
variabel Pengelolaan Keuangan Desa pada indikator Transparansi terdapat nilai
yang terendah yaitu pada pernyataan X2 yang di mana pernyataannya yaitu
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“Pemerintah selalu melaporkan progres/kemajuan pelaksanaan pengelolaan
keuangan”. Dari hasil pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam
pelaporan progres atau kemajuan pengelolaankeuangan oleh pemerintah. Artinya,
pemerintah mungkin tidak cukup terbuka atau rutin dalam menginformasikan
kepada publik mengenai bagaimana keuangan dikelola dan sejauh mana pencapaian
target atau hasil yang telah dicapai.

Kemudian pada indikator Akuntabel, terdapat nilai yang terendahyaitu pada
pernyataan X4 yaitu “Tahapan pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan unsur -
unsur masyarakat”. Dari hasil Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses
pengelolaan keuangan Dana Desa tidak menunjukkan keterlibatan yang memadai
dariunsur-unsurmasyarakat dalamsetiap tahapan. Tanpa keterlibatan masyarakat,
mekanisme kontrol sosial menjadi lemah. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas
karena tidak ada pengawasan yang memadai dari pihak yang akan langsung
merasakan dampak dari pengelolaan dana.

Selanjutnya indikator partisipasi terdapat nilai yang terendah yaitu pada
pernyataan X8 “Masyarakat terlibat secara aktif dalamrapat paripurna pembahasan
dan penetapan anggaran desa. Dari hasil Pernyataan ini menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat yang tidak terlibat secara aktif dalam rapat paripurna untuk
pembahasan dan penetapan anggaran desa. Ini berarti ada kekurangan dalam
keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran,
yang penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat
tercermin dalam perencanaan anggaran desa.

Hasil dari perhitungan grand mean skor tanggapan responden mengenai
variabel Pembangunan Infrastruktur pada indikator Peningkatan Aksebilitas
terdapat nilai yang terendah yaitu pada pernyataan Y2 “Infrastruktur dapat
menunjang kegiatan masyarakat”. Dari hasil Pernyataan ini menunjukkan bahwa
infrastruktur saat ini belum cukup memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat
secara optimal. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan evaluasi
mendalam terhadap infrastruktur yang ada dan merencanakan perbaikan yang
diperlukan agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian pada indkator Pemenuhan Kebutuhan Dasar terdapat nilai yang
terendah yaitu pada pernyataan Y4 yaitu “Masyarakat ikut terlibat dalam
pembangunan infrastruktur”. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum
diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi atau berkontribusi secara
aktif dalam proyek-proyekinfrastruktur. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat
mengakibatkan kurangnya dukungan dan pemahaman tentangproyek, serta potensi
ketidaksesuaian antara proyek yang dilaksanakan dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, penting untuk
memperbaiki mekanismepartisipasi masyarakat sehingga mereka dapat berperan
aktif dalam proses pembangunan, mulaidari perencanaan hingga pelaksanaan dan
evaluasi.

Keterkaitan antara teori Stewardship dengan penelitian ini adalah untuk
menjelaskan peran penting pemerintah desa sebagai entitas yang transparan dan
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akuntabel. Teori Stewardship mendukung ide bahwa sebuah perusahaan harus
memberikan informasi yang jelas dan terbuka, memenuhi semua peraturan yang
ada serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dimana pemerintah tersebut
beroperasi.

Penelitian sejalandengan penelitian yang dilakukanoleh M.A Perdana Putra
(2023) diperoleh Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aparat desa dan
partisipasi masyrakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pembangunan desa. Selanjutnya penelitian DS Sholekhah (2022) dan ].K mangeto
(2018) yang hasil penelitiannya diperoleh dana desa berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, diketahui bahwa pengelolaan
keuangan desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan
infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
Koefisien positifdan signifikan dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dana desa
dari pemerintah pusat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, maka akan berdampak
positif pada peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Ini sesuai dengan salah satu
tujuan utama dana desa yaitu pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana desa harus
dioptimalkan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa yang mendesak untuk dilaksanakan, serta yang paling dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa.

Saran

Kepada pemerintah desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten
pohuwato, untuk dapat memaksimalkan penggunaan keuangandesa dalam pembangunan
desa, perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan program desa dan meningkatkan
partisipasi mereka agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu,
pemerintah desa harus meningkatkantransparansi dalam pengelolaan dana desa kepada
masyarakat. Hal ini sangat penting untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
desa dalam pengelolaan dana desa. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan
penelitian yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, agar dapat mengkaji
variabel lain yang dapat mempengaruhinya dengan mengkaji isu-isu karena koefisien
determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini 10,5%, yang berarti masih ada 89,5%
variabel lain yang mampu mempengaruhi pembangunan infrastruktur.
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